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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

 Dari tinjauan teori dan uraian analisis yang sudah dituangkan di dalam 

bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan terdiri dari beraneka ragam 

suku, ras, budaya, agama yang tersebar luas di seluruh wilayah NKRI. Hal ini 

mengakibatkan adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat 

Indonesia. Secara ethis, hal ini disebabkan karena keragaman budaya yang 

menyebabkan adanya bermacam macam hukum adat dan agama yang berbeda 

beda dan sama sama hidup di tengah tengah masyarakat. Sementara faktor 

yuridisnya adalah karena adanya penggolongan penduduk dan hukum pada masa 

penjajahan. Setelah kemerdekaan di Indonesia diakui terdapat tiga sistem hukum 

yang hidup secara bersama sama di tengah-tengah masyarakat yaitu hukum 

nasional, hukum adat dan hukum Islam.  Hal ini menunjukkan berlakunya 

pluralisme hukum. Pluralisme hukum ini masih tetap berlaku setelah Indonesia 

merdeka. 

 

2. Bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan salah 

satu produk hukum berupa peraturan daerah yang berlaku di provinsi Nangroe 

Aceh Darussalam yang di dalamnya berisi peraturan yang bersumber dari Hukum 

Islam sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh yang 

meyakini Al-Quran dan Al-Hadist sebagai keyakinan dan pegangan hidup. 

 

3. Bahwa sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan pemerintah Indonesia 

terhadap adanya sistem hukum lain selain sistem hukum nasional, yaitu Hukum 

Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh maka pemerintah memberikan otonomi 

khusus untuk Provinsi Aceh, dimana letak kekhususannya adalah Provinsi Aceh 
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boleh membuat peraturan perundang-undangan yang bercorak syariah, termasuk 

di dalamnya adalah Qanun Jinayat. 

 

4. Bahwa Qanun Jinayat dalam penerapannya sering kali tidak sejalan dengan 

beberapa ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia yang berlaku di 

Indonesia, salah satunya adalah ICCPR. Akan tetapi Hak Asasi Manusia memiliki 

prinsip partikularisme yaitu prinsip dimana kebudayaan dianggap sebagai satu-

satunya sumber keabsahan hak dan kaidah moral, dan Hak Asasi Manusia harus 

dipahami dalam konteks masing-masing negara. 

 

5. Bahwa Provinsi Aceh merupakan sebuah daerah dengan 13 suku asli dimana 12 

suku nya menganut agama Islam dan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan 

sehari-harinya, dan bahwa adat istiadat dan hukum agama yang berlaku bagi 

masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sudah berlangsung sejak abad ke 

13 semenjak zaman pemerintahan sultan Ali Mighayat Syah yang dianggap 

sebagai pendiri pertama kerajaan Aceh Darussalam. 

 

6. Bahwa oleh karena itu, penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh tidaklah 

tepat apabila hanya ditinjau melalui hukum HAM saja namun juga harus 

memperhatikan unsur-unsur kebudayaan, adat istiadat dan hukum agama yang 

hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. 

 

V.2 Saran 

 

 Dari tinjauan teori dan uraian analisis yang telah disampaikan dalam bab-

bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu: 

 

1. Karena sering terjadi perbedaan paham antara HAM yang berlaku di 

hukum nasional dengan konsep HAM dalam Hukum Islam, sebaiknya 

HAM dan Qanun Jinayat jangan secara mutlak dipertentangkan antara satu 

dengan yang lain, tetapi dicari kesamaannya, dan dalam hal-hal tertentu 

sepanjang dimungkinkan diselaraskan dalam penerapannya. 
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2. Rakyat Aceh karena sangat kental kehidupan beragama dan adat 

istiadatnya terkadang kurang kesadaran hukumnya terhadap hukum HAM 

yang berlaku di Indonesia, karena itu disarankan supaya rakyat Aceh 

semakin meningkat kesadaran HAM nya, HAM perlu disosialisasikan 

secara berkesinambungan di lingkungan rakyat Aceh.  

3. Karena adanya konsep HAM tersendiri dalam ajaran Islam, merlu digali 

nilai-nilai HAM dan ajaran atau agama Islam, dan selanjutnya 

disosialisasikan agar tidak terjadi banyak pertentangan dalam 

pelaksanaannya. 
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